
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Penetapan harga dalam perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1999
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :
Studi kasus penetapan tarif bus kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta
Asri Ernawati, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=83240&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal

tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha

yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat

persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku

efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari

undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak

tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta

melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber

hukum bersama ini.

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta

berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku

usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen;

menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin

kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi

dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan

usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan

memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan

kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk

menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar.

Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan

diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat,

sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku

usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil.
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